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WAKTU 

08.30 - 08.35 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
Protokol - Panitia

08.35- 08.40 2. Pembacaan Do'a
Syaifullah - Panitia

08.40 - 08.45 3. Laporan Ketua Panitia Rakor TKPK Kota Samarinda 

Tahun 2023

Imam 

Gunadi,S.STP -
Kepala Bidang PPM 

Bappeda

08.45 - 08.55 4.  Pengarahan Sekaligus Pembukaan Rakor TKPK  Tahun 

2023 

dr.H. Andi Harun - Walikota Samarinda

08.55 - 09.10 5. Paparan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh 

TKPK Kota Samarinda

H.Ananta 

Fathurrozi, 

S.Sos,M.Si
-

Kepala Bappedalitbang 

Selaku Sekretaris TKPKD

09.10 - 09.30 6. Pemaparan dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (SPKD) -

Dr. Wulan Iyhig 

Ratna Sari.,CSP - Universitas Mulawarman

09.30 - 09.50 7 Paparan Kemiskinan Ekstrem Kota Samarinda

- Dr. ISFIHANI, MM -
Kepala Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat

09.50 - 10.10 8 Paparan satu data kemiskinan samarinda  Dr. Aji Syarif 

Hidayatullah, 

S.Sos, M.Psi

Kepala Dinas Kominfo 

Samarinda

10.10- 11.00 9 Diskusi dan tanya Jawab

-

Dr. Hj. Dasmiah, S. 

Pd . M. AP - Moderator

JADWAL PELAKSANAAN RAKOR TKPK (TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN)

Samarinda,   25 Juli  2023

ACARA
MODERATOR/ 

NARASUMBERHari Pertama (SENIN, 21 Maret 2016)

KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

*Jadwal Tentatif

ACARA RAKOR TKPK

KETERANGAN

"PENGUATAN PERAN TKPK DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA SAMARINDA    "

PENUTUPAN



TANGGAL : 25 Juli 2023

TEMPAT    : RUANG MANGKUPELAS BALAI KOTA SAMARINDA

NO PESERTA 

1 Ketua DPRD Kota Samarinda

2 TWAP Kota Samarinda

3 Sekretaris Daerah Kota Samarinda

4
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 

Samarinda

5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

6 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

7 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

8 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

10 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur

11 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

12 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

13 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

14 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda

15 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

16 Kepala BPS Kota Samarinda

17 Ketua BAZNAS Kota Samarinda

18 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

19 Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda

20 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

21 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

22 Kepala BP-POM Kota Samarinda

23 Kepala PLN Samarinda

24 Kepala PDAM Samarinda

25 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

26 Kepala Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

27 Sekretaris Bappedalitbang

28 Kabid P2EPD Bappedalitbang Kota Samarinda

29 Kabid Litbang Bappedalitbang

30 Kabid PPM Bappedalitbang

31 Kabid PSIW Bappedalitbang

32 Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bappedalitbang

33 Sub Koordinator Pembangunan Manusia

34 Sub Koordinator Pemerintahan

35 Seluruh Staf Bidang PPM  Bappedalitbang

36 Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari.,CSP

37 Camat Samarinda Kota

38 Camat Samarinda Ilir

39 Camat Sambutan

40 Camat Samarinda Ulu

41 Camat Sungai Kunjang

42 Camat Samarinda Utara

43 Camat Sungai Pinang

44 Camat Samarinda Seberang

45 Camat Loa Janan Ilir

46 Kelurahan Lempake

47 Kelurahan Sungai Siring

DAFTAR PESERTA RAKOR TKPK KOTA SAMARINDA



48 Kelurahan Baqa

49  Kelurahan Air Hitam

50 Kelurahan Jawa

51 Kelurahan Bugis

52 Kelurahan Rawa Makmur 



TANGGAL : 25 Juli 2023

TEMPAT    : RUANG MANGKUPELAS BALAI KOTA SAMARINDA

Meeting ID     : 934 4778 7761

Passcode       : 436654

NO PESERTA VIA ZOOM MEETING/ONLINE

1 Lurah Sungai Keledang

2 Lurah Mesjid

3 Lurah Sungai Pinang Dalam

4 Lurah Mugirejo

5 Lurah Harapan Baru

6 Lurah Sambutan

7 Lurah Handil Bakti

8 Lurah Sempaja Timur

9 Lurah Sempaja Utara

10 Lurah Teluk Lerong Ilir

11 Lurah Lok Bahu

12 Lurah Bukuan

13 Lurah Simpang Pasir

14 Lurah Bantuas

15 Lurah Mangkupalas

16 LurahTenun

17 Lurah Gunung Panjang

18 Lurah Air Putih

19 Lurah Sidodadi

20 Lurah Dadi Mulya

21 Lurah Gunung Kelua

22 Lurah Bukit Pinang

23 Lurah Selili

24 Lurah Sungai Dama

25 Lurah Sidomulyo

26 Lurah Sidodamai

27 Lurah Pelita

28 Lurah Sempaja Selatan

29 LurahTanah Merah

30 Lurah Sempaja Barat

31 Lurah Budaya Pampang

32 Lurah Loa Bakung

33 Lurah Loa Buah

34 Lurah Karang Asam Ulu

35 Lurah Teluk Lerong Ulu

36 Lurah Karang Asam Ilir

37 Lurah Karang Anyar

38 Lurah Sungai Kapih

39 Lurah Makroman

40 Lurah Sindang Sari

41 Lurah Pulau Atas

42 Lurah Temindung Permai

43 Lurah Gunung Lingai

44 Lurah Bandara

45 Lurah Karang Mumus

46 Lurah Pelabuhan

47 Lurah Pasar Pagi

48 Lurah Sungai Pinang Luar

DAFTAR PESERTA RAKOR TKPK KOTA SAMARINDA



49 Lurah Simpang Tiga

50 Lurah Tani Aman

51 Lurah Sengkotek

52 Lurah Rapak Dalam



NOTULEN RAKOR TKPK 
(TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN) 

BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA 
 

Hari/Tanggal  : Selasa, 25 Juli 2023 

Pukul   : 08.30 Wita - Selesai 

Tempat   : Ruang Mangkupelas Balaikota Lantai 2 

Narasumber  : a. H. Ananta Fathurrozi.,S.Sos.,M.Si 
      b. Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, CSP 
       c. Dr. Isfihani, MM 
      d. Dr. Aji Syarif Hidayatullah.,S.Sos.,M.Psi 
 
SKPD   :  

1) Ketua DPRD Kota Samarinda 
2) TWAP Kota Samarinda 
3) Sekretaris Daerah Kota Samarinda 
4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah Kota Samarinda 
5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kota Samarinda 
6) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Samarinda 
7) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Samarinda 
8) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda 
10) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur 
11) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 
12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Samarinda 
13) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Samarinda 
14) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 

Samarinda 
15) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda 
16) Kepala BPS Kota Samarinda 
17) Ketua BAZNAS Kota Samarinda 
18) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda 
19) Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda 
20) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda 
21) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kota Samarinda 
22) Kepala BP-POM Kota Samarinda 
23) Kepala PLN Samarinda 
24) Kepala PDAM Samarinda 
25) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
26) Kepala Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda 
27) Sekretaris Bappedalitbang 
28) Kabid P2EPD Bappedalitbang Kota Samarinda 
29) Kabid Litbang Bappedalitbang 
30) Kabid PPM Bappedalitbang 
31) Kabid PSIW Bappedalitbang 
32) Sub Koordinator Kesejahtaraan Masyarakat Bappedalitbang 
33) Sub Koordinator Pembangunan Manusia 



34) Sub Koordinator Pemerintahan 
35) Seluruh Staf Bidang PPM Bappedalitbang 
36) Dr. Wulan lyhig Ratna Sari.,CSP 
37) Camat Samarinda Kota 
38) Camat Samarinda Ilir 
39) Camat Sambutan 
40) Camat Samarinda Ulu 
41) Camat Sungai Kunjang 
42) Camat Samarinda Utara 
43) Camat Sungai Pinang 
44) Camat Samarinda Seberang 
45) Camat Loa Janan Ilir 
46) Kelurahan Lempake 
47) Kelurahan Sungai Siring 
48) Kelurahan Baqa 
49) Kelurahan Air Hitam 
50) Kelurahan Jawa 
51) Kelurahan Bugis 
52) Kelurahan Rawa Makmur  

 
 

 

 

1. Arahan Wali Kota Samarinda : 

 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) didasarkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; 

 3 hambatan :  

1) Hambatan Struktural 

2) Hambatan Regulasi  

3) Hambatan Kultural 

3 Hambatan bisa di lewati semua steklohder kerja terpadu 

 Pembentukan tim setiap SKPD tidak menambah beban. tetapi menjadi solusi 

penurunan stunting; 

 Bappedalitbang di harapkan setiap minggu rapat koordinasi agar bisa Mengukur 

Pencapaian Angka Penurunan Stunting; 

 Target pusat 0 Persen sesuai arahan bapak Presiden Republik Indonesia; 

 Dukungan Anggaran Wali Kota dalam penurunan stunting ektrim. 

 

 

2. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Oleh TKPK Kota Samarinda  

(H.ANANTA FATHURROZI.,S.Sos.,M.Si) 

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; 

 Anggaran penanggulangan kemiskinan kota samarinda tahun 2023 dan 2024 sudah 

tercantum didalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kota Samarinda. 

 



 

 

 

Tugas TKPK Kabupaten/Kota : 

 TKPK Kabupaten/Kota Mempunyai Tugas Melakukan Koordinasi Perumusan 

Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Pelaksanaan 

Penanggulangan kemiskinan Di Wilayahnya. 

 

Fungsi TKPK Kabupaten/Kota : 

TKPK Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Fungsi: 

 Penyusunan RPKD Dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota. 

 Koordinasi Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Di Bidang 

Penanggulangan Kemiskinan. 

 Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan Kemiskinan. 

 Fasilitas Pengembangan Kemitraan Bidang Penanggulangan Kemiskinan. 

 Penyusunan Instrumen Pemantauan, Pelaksanaan Pemantauan, Dan Pelaporan Hasil 

Pemantauan. 

 Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. 

 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai 

Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan. 

 Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati/Walikota 

 

Tugas Sekretariat TKPK Kab/Kota : 

 Memberikan dukungan administrasi teknis. 

 Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan. 

 Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan 

 Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota 

 

Persentase Penduduk Miskin Di Samarinda : 

 Tahun 2020 Sebesar 4.76 Persen 

 Tahun 2021 Sebesar 4.99 Persen 

 Tahun 2022 Sebesar 4.85 Persen 

 

3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Samarinda 2021-2026  

(Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, CSP) 

 

kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua 

pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

penanganan masalah kemiskinan efektif maka integrasi dan koordinasi program-

program 

lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun proses 

implementasinya harus dilakukan. 

 Angka kemiskinan di Kota Samarinda menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2021 meningkat menjadi 4,9% (42.840 jiwa) dari tahun 2020 sebesar 4,76% (41.920 

jiwa), dan tahun 2022 turun menjadi 4,85%. Sesuai target RPJMD 2021-2026, angka 

kemiskinan sebesar 4,06%. 

 Tahun 2022 Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah 

melakukan pendataan keluarga miskin Kota Samarinda sebesar 44.524 jiwa (8.825 KK) 

dan 



kemiskinan ekstrem sebesar 8.042 jiwa. Tahun 2023, jumlah miskin ekstrem 9.032 jiwa 

(Keputusan Wali Kota Samarinda, No. 460/223/HK-KS/IV2023). 

 

 

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) didasarkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya 

Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten/Kota. 

SPKD merupakan salah satu dokumen yang disusun sebagai agenda kerja Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berisikan kebijakan, strategi, 

program penanggulangan kemiskinan dan sasaran penerima manfaat program 

penanggulangan kemiskinan dan SPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD periode 

2021-2026. 

Sesuai Keputusan Wali Kota Samarinda No. 460/223/HK-KS/IV2023 bahwa jumlah 

penduduk miskin ekstrem berjumlah 9.032 jiwa dengan sebaran penduduk miskin 41.950 

jiwa atau 4,85% 

 

Tujuan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota 

Samarinda 2021 -2026: 

1) Acuan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya menurunkan angka kemiskinan 

sesuai dengan target yang ditetapkan; 

2) Menetapkan prioritas program sesuai lokasi bidang kemiskinan di Kota Samarinda; 

3) Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai 

dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda. 

 

Metode Penyusunan Dokumen SPKD Kota Samarinda 2021-2026 

a) metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi Kota 

Samarinda, memetakan kondisi kemiskinannya baik dari sisi kependudukan maupun 

kewilayahan, serta melakukan proyeksi dinamika pertumbuhan ekonomi untuk periode 

lima tahun ke depan. 

b) metode kualitatif digunakan untuk mendalami konteks kemiskinan di Kota Samarinda 

baik dari sudut pandang konsumsi (pangan), ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, 

dan infrastruktur dasar. 

 

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi 

kebijakan yang meliputi (Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 

a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat (misalnya: melalui bantuan sembako, 

cash transfer, dll); 

b. peningkatan pendapatan masyarakat miskin (misalnya: melalui pelatihan, bantuan 

alat ekonomi produktif, dll); dan 

c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (misalnya melalui perbaikan akses 

jalan, bedah rumah, perbaikan sanitasi, dll). 

 

Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem bidang infrastruktur dengan: 

a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, 

dananggaran di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 

b. menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan; dan 



c. memberikan bantuan perbaikan rumah dan/ atau pembangunan rumah baru serta 

relokasi ekstrem. 

 

 

 

Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem bidang pendidikan 

dengan: 

a. akses dan serta kualitas layanan Pendidikan serta menyiapkan program/bantuan 

Pendidikan secara tepat sasaran; 

b. menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah 

secara tepat sasaran; dan 

c. mendorong peran perguruan tinggi untukmelakukan pendampingan pelaksanaan 

program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tri dharma 

perguruan tinggi. 

 

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Samarinda 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 

2. Adapun Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga 

miskin 

3. Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin 

4. Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 

orang berkebutuhan khusus 

5. Meningkatkan kesempatan berusaha 

6. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan 

7. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

8. Meningkatkan kemampuan kelembagaan 

 

 

4. Kemiskinan Ektrem Kota Samarinda (Dr. Isfihani, MM) 

 

 Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 

 PSM = Pekerja Sosial Masyarakat Ada Di Tingkat Kelurahan 

 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara 

 

3 (TIGA) STRATEGI UTAMA 

1.Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat  

2. Peningkatan pendapatan masyarakat 

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan 

 

1) Perlu dilakukan rapat konvergensi program secara periodik dalam rangka penurunan 

miskin ekstrem; 

2) Pemantauan perkembangan masyarakat miskin ekstrem secara periodik oleh TKSK 

dan PSM; 

3) Penguatan musyawarah kelurahan secara periodik untuk pembahasan dan evaluasi 

sasaran miskin ekstrem oleh Dinsospm, Kecamatan dan Kelurahan; 

4) Pemadanan data miskin ekstrem secara periodik dengan: 

a. penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Dinas Pendidikan; 



b. data resiko stunting di Dinas Kesehatan; 

c. penerima PBI-JK di BPJS Kesehatan; 

d. penerima bantuan dari K/L; dan 

e. penerima bantuan dari OPD lain di lingkungan pemerintah Kota Samarinda 

maupun pemerintah Provinsi Kaltim 

 

 

 

5. Satu Data Kemiskinan Samarinda (Dr. Aji Syarif Hidayatullah.,S.Sos.,M.Psi) 

 

Urgensi Satu Data Kemiskinan 

1) Setiap Tahun BPS Rilis Angka Kemiskinan Tanpa Disertai, By Name By Address 

(BNBA), Sementara BNBA Tersebut Dibutuhkan oleh Pemerintahan Kota Samarinda 

Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan. 

2) Penerima Bantuan Berbeda-Beda Karena Disusun Parsial Oleh Masing-Masing OPD, 

Sehingga Berpotensi Terjadi Pemborosan Anggaran Dan Sulit Untuk Dipantau 

Manfaat Dari Bantuan Tersebut. 

3) Pengelolaan Data Kemiskinan Tidak Dilakukan Dalam Aplikasi Atau Sistem Milik 

Pemerintahan Kota 

 

Guna memperoleh satu data kemiskinan, maka tahun 2023 Dinas Kominfo 

melaksanakan Survei Kemiskinan yang hasilnya akan dikelola melalui aplikasi Social 

Security Number (SSN) sebagaimana program unggulan bapak wali kota. 

 

Survei Dilakukan Secara Profesional Dengan Mengedepankan kualitas Data 

Menggunakan Aplikasi Survei Berbasis WEB, Dengan Tahapan Data Dikumpulkan Oleh 

Enumerator, Hasil Enumerator Diperikasa Oleh Pemeriksa, Dan Hasil Pemeriksa Tersebut 

Kemudian Dilakukan Quality Control Oleh Koordinator. 

 

Sumber Data Survei Kemiskinan : 

1) Data Social Security Number (SSN) Yang Telah Ditetapkan Oleh Forum Data Pada 

TAhun 2021, Bersumber Dari DTKS Yang Telah Diverval Oleh Kelurahan. 

2) Data P3KE Yang Telah Ditetapkan Oleh Menko PMK Pada Tahun 2022 Bersumber 

Dari Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2021 

 

 

  

 
 

PANITIA PELAKSANA RAKOR TKPK 2023 

 

 

 











NO WAKTU NAMA INSTANSI JABATAN NO.TELPON Comments

1 2023/07/25 9:38:32 AM GMT+8EKA PUTRA JAYA, SE

KELURAHAN 

MAKROMAN LURAH 81346306416

2 2023/07/25 9:38:45 AM GMT+8Bain Diskominfo staf 8 yes

3 2023/07/25 9:39:01 AM GMT+8May Fadly Kelurahan Sengkotek Lurah 81233313318 Berani Berubah

4 2023/07/25 9:41:44 AM GMT+8Arie Paramita Kel. Teluk Lerong Ilir Lurah 081253`31327

5 2023/07/25 9:44:11 AM GMT+8Shinta Rizki Delvinda Kelurahan dadi mulya Kasi Kesra 85247555785

6 2023/07/25 9:45:49 AM GMT+8Rusmin Nuryadin Kel.Karang Anyar LURAH 8115500282 hadir

7 2023/07/25 9:53:20 AM GMT+8eko purwanto kelurahan bukit pinang lurah 81347478187

8 2023/07/25 9:53:46 AM GMT+8Fahrurroz7 Kelurahan Pelita Lurah 85250886286

9 2023/07/25 9:55:01 AM GMT+8BUDI TRIHARIYONO,S.P KELURAHAN SIDODADI LURAH 81346251985 HADIR ZOOM

10 2023/07/25 10:00:21 AM GMT+8DWI HARYANI, SE

KELURAHAN 

PELABUHAN KASI KESRA 85250175116

SEMOGA ANGKA 

KEMISKINAN DI 

KOTA 

SAMARINDA 

MENURUN

11 2023/07/25 10:11:48 AM GMT+8Novi Kurnia Putra

Kantor Kelurahan Sungai 

Pinang Dalam Lurah 85822783398

12 2023/07/25 10:18:45 AM GMT+8YETI FEBRIANTI

KELURAHAN PASAR 

PAGI LURAH 8125501432

ABSEN ZOOM RAKOR TKPK 25 JULI 2023



DOKUMENTASI PELAKSANAAN  



DOKUMENTASI PELAKSANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 


